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Abstrak

Perigiwa gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh 10 tahun silam telah
menimbulkan berbagai dampak. Salah satunya adalah di dunia pendidikan, yaitu
bertambahnya jumlah murid dengan status anak berkebutuhan khusus (ABK). Padahal
sampai saat ini keberadaan sekolah yang mengakomodasi anak berkebutuhan khusus di
Kabupaten Aceh Barat Daya masih sangat kurang. Padahal hak anak didik masih banyak
yang belum terpenuhi, apalagi anak yang berstatus sebagai anak ABK. Penelitian ini
bertujuan untuk memetakan potens sekolah yang dapat dijadikan sebagai pelaksana
sekolah inklusif yang berbasis welcoming school untuk semua anak di Kabupaten Aceh
Barat Daya. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengambil populasi
semua sekolah dasar di Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian diambil sampel satu
sekolah yang merepresentasikan jumlah sekolah di Kabupaten Aceh Barat Daya. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa adanya kesan kurang siap pihak sekolah dan pemerintah
dalam pelaksanaan sekolah inklusif bagi ABK di Kabupaten Abdya. Berbagai
kekurangan dan ketidaksempurnaan, bukan berarti pelaksanaan pendidikan inklusif tidak
dapat diaplikasikan. Dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif perlu adanya
sistem dukungan. Sstem dukungan tersebut dapat berupa dukungan dalam bentuk
regulas atau kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang jelas mengenai pendidikan
inklusif. Sebagai upaya untuk mengembangkan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Aceh
Barat Daya, diperlukan sinergitas berbagai komponen masyarakat, para ahli, dan
ketersediaan fasilitas yang mendukung akselerasi atau percepatan program Pendidikan
Inklusif. Oleh karena itu, pembentukan kelompok kerja Pengembangan Pendidikan
Inklusif di Kabupaten Abdya menjadi sangat penting sebagai forum advokasi dan
pengger ak percepatan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Abdya.

Kata kunci: sekolah inklusif, welcoming school, ABK
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Peristiva bencana gempa dan
tsunami yang melanda Aceh 10 tahun silam
telah  menimbulkan berbagai  dampak.
Kondis yang muncul sebagai akibat bencana
tersebut antara lain kondis fisik, intelektual,
sosial, emosi, linguistik ataupun kondisi-
kondisi lainnya. Seiring berjalannya waktu,
pemerintah propinsi Aceh telah melakukan
langkah-langkah strategis dalam berbagai
bidang. Dalam bidang pendidikan pemerintah
propinss Aceh telah membuat Rencana
Pembangunan Jangka
Kabupaten/Kota (RPIMK) untuk Aceh dan
Kabupaten/K ota. Urusan

Menengah

pendidikan
merupakan salah satu prioritas sebagaimana
telah diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2006
Tentang Pemerintah Aceh, 20 % APBA dan
APBK termasuk dana Otsus harus
dialokasikan untuk pendidikan.

Mengutip paparan yang disampaikan
Anas M. Adam sdaku Kepala Dinas
Pendidikan Provins Aceh. Hasil
pembangunan, Kkhususnya aspek akses
pendidikan di Aceh sudah sangat baik, ini
terlihat dari angka partisipasi pendidikan
(APK) SMA/MA/SMK di Aceh tahun 2011
yang telah mencapai 84,11 % dan sudah
melampaui  target nasional 2014 yang
ditargetkan 79 %, APK SLTP Aceh yang
sudah mencapai 102,82 % dan APM 72,81
%. Demikian juga dengan APK SD/MI
mencapai 113,27 %, APM SD/MI yang telah

mencapai  94.67 %. Sisa masalah yang
terjadi adalah pada angka partisipas kasar
TK/Ra yang baru mencapai 27,63 % dari
target yang direncanakan 45 %. Di samping
masalah angka partisipass TK/RA, ada
beberapa hal yang perlu menjadi catatan pada
akses yaitu: (1) Perhatian kepada keluarga
miskin untuk pendidikan menengah masih
sulit, (2) Akses untuk anak berkebutuhan
khusus dan layanan khusus masih sangat
kurang. Masih banyak Kabupaten/Kota yang
belum mempunyai SLB, belum mempunyai
program  pendidikan  inklus, belum
mempunyai dana khusus untuk SLB, belum
mempunyai  program khusus untuk daerah
terpencil dan terpencar (3) Akses dan mutu
SMK memerlukan perhatian khusus oleh
Kabupaten/K ota.

Hampir semua Kabupaten/Kota
dalam tahun terakhir menempatkan dana
melebihi 20 % dari APBK untuk pendidikan.
Namun kalau dirinci lebih lanjut yang
menjadi dan patut diperhatikan adalah semua
daerah menghabiskan sebahagian besar dana
untuk ggji guru. Ratarata kabupaten /kota
menggunakan 67 % anggaran pendidikan
untuk gaji guru, malah ada kabupaten/kota
yang menghabiskan dana pendidikan
melebihi dari 85 % untuk gaji guru,
sebaliknya sangat minim untuk peningkatan
kualitas. Untuk  mendukung  upaya
peningkatan kualitas dan daya saing
pendidikan maka ada beberapa kebijakan

yang harus ditempuh, diantaranya:
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a Pemerintah Aceh mewgjibkan alokas
dana untuk in-service dalam rangka
peningkatan mutu guru dari APBA dan
APBK,

b. meningkatkan kulifikasi guru,

¢c. memperlengkapi laboratorium, buku dan
perpustakaan sekolah,

d. menata kembali kurikulum yang sesuai
dengan perkembangan IPTEK, dan
pengembangan model sekolah yang dapat
menjadi contoh dan model bagi sekolah
lain.

Bidang akses pendidikan yang harus
menjadi perhatian khusus Pemerintah Aceh
ke depan adalah melengkapi sarana dan
prasaran  pendidikan  kegjuruan,  dan
pendidikan untuk anak keluarga miskin dan
daerah terpencil/terpencar. Kabupaten dan
Kota pemekaran atau Kabupaten induk yang
telah dimekarkan banyak yang tidak
mempunyal SLB, sehingga tidak dapat
mengembangkan program inklusi untuk anak
yang berkebutuhan khusus karena tidak
mempunyai sekolah pembina, pembangunan
sekolah dan penyediaan guru untuk anak
berkebutuhan  khusus  seperti SLB,
pendidikan  inklusi men;j adi mutlak
dilaksanakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah
di atas, maka rumusan masalahnya adalah
"Bagaimanakah Pemetaan Potensi Sekolah
Inklusif Berbasis Welcoming Schools Untuk
Anak Berkebutuhan Khusus Di SDN Luar

Biasa Kabupaten Aceh Barat Daya,?".

C. Tujuan dan Target Luaran

Salah satu sekolah yang saat ini
fokus kepada pendidikan luar biasa adalah
SDN Luar Biasa (LB) Susoh, Kecamatan
Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Saat ini
beberapa program telah dilaksanakan di
sekolah ini, namun demikian masih banyak
hal-hal yang perlu dievaluasi dalam
pembenahan. Untuk itu diperlukan sebuah
pemetaan sekolah berbasis welcoming school
untuk mengakomodasi  kebutuhan  anak
berkebutuhab  khusus (ABK). Konsep
sekolah berbasis welcoming school ini
dimaksudkan untuk menjadikan sekolah
umum dapat menampung ABK di Kabupaten
Aceh Barat Daya. Sehingga secara lebih
khusus, di Wilayah Kabupaten Aceh Barat
Daya dapat diidentifikasi secara
komprehensif kondisi sekolah yang mungkin
dapat dijadikan model sekolah inklusi.
Sehingga dapat di harapkan nantinya akan
berguna bagi pemerintah dan dinas terkait
untuk menentukan kebijakan. Pendlitian ini
diharapkan dapat memberikan informas
yang rinci dan detail untuk dasar
pengambilan keputusan pihak dari berbagai
pemerintah dan dinas terkait.

Secara umum identifikas pemetaan
sekolah berbasis welcoming school untuk
anak ABK dimaksudkan untuk menemukan
sekolah yang potensial dan prospektif untuk
nantinya dikembangkan menjadi sekolah
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inklusif. Hal ini akan berdampak pada
kemudahan pemerintah dalam mengambil
kebijakan untuk melakukan langkah-langkah
strategis. Lebih jauh penelitian ini akan
mendasari pelaksanaan program  strategi
pendidikan di kabupaten Aceh Barat Daya.
Dari upaya pemetaan ini, pada gilirannya
dampak implementatifnya adalah adanya
peningkatan kualitas pendidikan di kabupaten

Aceh Barat Daya.

Adapun tujuan dari melakukan pendlitian ini

adalah:

1. Untuk melakukan identifikasi sekolah
yang dapat dikembangkan menjadi
sekolah inklusif berbasis welcoming
school untuk Anak Berkebutuhan Khusus
(ABK) di Kabupaten Aceh Barat Daya.

2. Menentukan potens  untuk prioritas
pengembangan sekolah inklusif berbasis
welcoming school untuk Anak
Berkebutuhan Khusus (ABK).

3. Mengembangkan sekolah yang
berpotensi, untuk dijadikan sebagai model
sekolah inklusif berbasis welcoming
school untuk Anak Berkebutuhan Khusus
(ABK) di setiap kecamatan dalam wilayah
kabupaten Aceh Barat Daya.

Target yang ingin dicapai:

1. Teridentifikasinya sekolah yang
berpotensi untuk dijadikan sebagai model
sekolah inklusif berbasis welcoming
school untuk Anak Berkebutuhan Khusus
(ABK).

2. Tersedianya informasi sekolah yang
berpotens untuk dijadikan sebagai model
sekolah inklusif berbasis welcoming
school untuk Anak Berkebutuhan Khusus
(ABK). Kemudian,
diharapkan dapat ditindak lanjuti oleh

informasi ini

pemerintah dan dinas terkait sebagai
tindak lanjut.

3. Informass dan data yang diperoleh
diharapkan dapat digunakan untuk
melakukan  identifikas  permasalahan
kependidikan di Kabupaten Aceh Barat
Daya.

D. Pendekatan Pendlitian
Penelitian ini
pendekatan survey literatur dan studi

menggunakan

lapangan untuk mengidentifikas  dan
menetapakan industri kecil mana yang
potensial dikembangkan di desa vokas
berdasarkan  sgumlah  kriteria  yang
ditetapkan. Pendekatan survey lapangan
digunakan untuk identifikasi kriteria dan sub
kriteria untuk pencapaian solusi, serta untuk
keperluan assessment untuk pencapaian
solusi.
E. Tahapan Penditian

Penelitian ini dapat digambarkan
dengan alur sebagai berikut:
Kgjian literatur terkait Perumusan Masalah,
Identifikasi Kriteria Sekolah Inklusif dengan
Indepth Interview, Desain Studi, Data
Coding Sekolah  Inklusif Dengan
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Assessment, Anadisis Data, Peta Potens
Sekolah Inklusif.

C. Unit Analisis

Pada penelitian ini sebagai unit
analisis adalah sekolah umum yang
berpotens menjadi pelaksana sekolah
inklusif ~ berbasis  welcoming  school.
Dipilihnya sekolah-sekolah ini  karena
mereka mempunyai kesiapan lebih matang
dibandingkan sekolah lainnya, dan apa yang
mereka  lakukan  dalam
pendidikan  inklusif  secara  langsung
berpengaruh pada keberadaan ABK. Oleh
karenanya, evaluasi penilaian sekolah ini

pel aksanaan

secara mendalam dapat menjadi gambaran
yang cukup komprehensif mengenai potensi
sekolah pelaksana sekolah inklusif berbasis
wel coming school.
F. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini antaralain sebagal berikut:
1. Studi Lapangan dengan Indepth Interview
Studi  ini  dilakukan  melalui
wawancara mendalam (indepth interview)
dengan pelaku pendidikan di sekolah.
Pelaku pendidikan ini antara lain: Kepaa
Dinas Pendidikan kabupaten Aceh Barat
Daya, kepala sekolah terpilih, ketua
kelompok kerja sekolah, ketua kelompok
guru, pendidik umum maupun khusus.
Indept interview ini ditujukan untuk

merumuskan kriteria dan sub kriteria

untuk penetapan pelaksana sekolah
inklusif berbasis welcoming school.
2. Survey Lapangan
Survey lapangan dilakukan dengan
cara menyebarkan kuesioner ke sgiumlah
responden potensial, yaitu para kepaa
sekolah dan stakeholder yang
berkompeten. Data yang berhasil
dikumpulkan digunakan untuk keperluan
penilaian (assessment) terhadap aternatif-
dternatif yang tersedia berdasarkan
kriteria-kriteria dan sgjumlah sub kriteria
yang telah ditetapkan. Penilaian yang
dilakukan adalah dengan menentukan
beberapa kriteria yang telah dirumuskan
pada tahap awal.
3. Model Relasi Didaktik
Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk memetakan potens sekolah yang
ada di kabupaten Aceh Barat Daya
Pemetaan yang dilakukan berpedoman
pada Model Relasi Didaktik yang disusun
oleh Bjernda dan Lieberg (Berit H.
Johnsen). Modd ini  menggunakan
pedoman pada delapan bidang atau aspek
utama kurikulum yang saling terkait
secara berkesinambungan dan juga terkait
dengan bakal pengguna aat professional,
yaitu guru reguler dan guru pendidikan
kebutuhan khusus. Aspek-aspek utama
KBM itu adalah:
Siswa, Faktor kerangka kerja, Tujuan, Isi,
Strategi dan metode serta

pengorganisasian, asesmen dan evaluas,
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komunikasi, kepedulia. Bagian-bagian
berikut ini setiap aspek tersebut dapat
divisuaisasikan:
A. Teknik Analisis
Rujukan anaisis dalam penditian ini
adalah model analisis yang di jelaskan oleh
Saaty. Analisis ini kemudian disebut dengan
analisis  deskriptif  dengan  dukungan
Analytical Hierarchy Process (AHP). AHP
adalah metode membagi permasalahan
komplek dan tidak terstruktur menjadi
komponen komponen atau faktor dari
masalah, dan menyusun faktor-faktor

EVALUASI KOMUNIKASI FAKTOR
ASESMEN KERANGKA
STRATEGI KEPEDULIAN TUJUAN
METODE
ORGANISASI
bt

tersebut menjadi suatu susunan berjenjang
atau hierarki. Selanjutnya, nilai numerik
diberikan untuk setiap faktor secara subyektif
terhadap, menilai kepentingan relatif dari
faktor faktor tersebut berdasarkan nila
numerik yang diberikan dan mensintesis
penilaian untuk faktor mana yang memiliki
prioritas tertinggi yang akan mempengaruhi
solusi (Saaty, 1994). Tahapan analisis dengan
AHP adalah sebagai berikut:

MURID

a. Menentukan sasaran utama.

Penelitian ini

tujuan pokoknya

adalah pemetaan potensi sekolah inklusi

berbasis welcoming school di Kabupaten
Aceh Barat Daya.

b. Menyusun hirarki
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Sasaran utama sistem ditempatkan
pada level teratas hirarki. Level
berikutnya terdiri dari kriteria-kriteria
yang digunakan untuk menilai atau

mempertimbangkan alternatif-alternatif

maupun nonteknis dan dari hasil

penelitian ini.

B. Survey Lapangan

Survey lapangan dalam penelitian
ini dilakukan dengan tujuan untuk

berkompeten.

a. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unsur
atau item yang akan diteliti atau yang
akan diukur karakteristiknya, yang
membentuk suatu himpunan tertentu
berdasarkan sekurang-kurangnya satu
kriteria kesamaan. Populas dalam
penelitian ini adalah semua sekolah
dasar/madrasah ibtidaiyyah negeri yang
ada di Kabupaten Aceh Barat Daya
Jumlah sekolah dasar negeri di
Kabupaten Aceh Barat Daya sekitar 134
sekolah  dasar/madrasah  ibtidaiyyah
negeri. Sedangkan jumlah Kecamatan di
Kabupaten Aceh Barat Daya ada 9
Kecamatan.

Sampel adalah sembarang bagian
yang dipilih dari populasi. Pengambilan
sampel daam penelitian ini adalah
sekolah  dasar/madrasah  ibtidaiyyah
yang memiliki komitmen terhadap
pelaksana sekolah inklusif, barulah.

yang ada dan menentukan alternatif
alternatif tersebut.

¢. Menentukan prioritas

Prioritas utama dalam menentukan
pelaksana sekolah inklusif adalah
sekolah yang paling siap secara teknis
mendapatkan data primer mengenal
subyektif  dari

responden utama. Pelaksanaan survey

informasi-informasi

ini adalah dengan menyebar kuesioner

ke sgumlah responden yang dianggap

Kemudian diambil sampel satu sekolah
yang merepresentasikan jumlah sekolah
di Kabupaten Aceh Barat Daya
Mengingat keterbatasan peneliti yang
fokus “menggarap” ABK sebagai bagian
dari anak yang mempunyai hak yang

sama dalam mendapatkan pendidikan.

b. Metode Pengukuran

Responden diminta mengisikan
form yang telah disusun tim peneliti dan
dengan hasil indepth interview yang
dihasilkan, kemudian dibuat prioritas-
prioritas utama. Setelah itu barulah
diketahui  susunan hierarchi  yang
terbentuk dari sekian sekolah yang
diteliti. Pada tahap selanjutnya, sekolah
yang mendapat prioritas utama akan
direkomendasikan  untuk  menjadi
pel aksana sekolah inklusif.
C. Hasll Penelitian dan

Pembahasan Analisis Data
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Pada bagian ini tahapan penelitian
memasuki pada tahapan analisis dengan
Analytical Hierarchy Process (AHP),
yaitu untuk menentukan sasaran utama
dan menyusun hirarki, berdasarkan
beberapa kriteria pemenuhan sekolah
inklusif. Secara terperinci, kriteria
tersebut dijabarkan melalui program dan
strategi pembelgaran ABK  di
Kabupaten Abdya:

1. Menentukan sasaran utama.

Penelitian ini  tujuan pokoknya
adalah pemetaan potensi sekolah inklusi
berbasis welcoming school di Kabupaten
Aceh Barat Daya. Sekolah inklusif yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah
merujuk pada Permendiknas No 70,
tahun 2009. Model sekolah ini adalah
sekolah yang mengakomodsi  semua
peserta didik yang memiliki kelainan
dan potens kecerdasan dan atau bakat
istimewa untuk mengikuti pendidikan
dan pembelgaran di sekolah reguler,
atau  umum.  Tujuannya  untuk
memberikan kesempatan yang seluas-
luasnya dan mewujudkan
penyelenggaraan  pendidikan  yang
menghargal keanekaragamaan dan tidak
diskriminatif.

2. Menyusun hirarki

Dari hasil penditian, daam
menentukan top hierarchi adalah
sekolah yang paling mendekati kriteria
sebagai sekolah inklusif. Kriteria yang

dimaksud adalah syarat  yang

dikembangkan oleh Suparno dkk (2007:
2-23) sekolah penyelenggara pendidikan
inklusif harus memenuhi  beberapa
syarat, antaralain:

a. Keberadaan anak berkebutuhan
khusus (ABK) itu sendiri.

Sasaran pendidikan inklusif secara
umum adalah semua anak didik sekolah
reguler baik yang normal maupun yang
di anggap khusus. Sedangkan secara
khusus, sasaran pendidikan inklusif
adalah setigp peserta didik yang
memiliki kelainan, yang dapat di
klasifikasikan antaralain:

1) Tunanetra

2) Tunarungu

3) Tunawicara

4) Tunagrahita

5) Tunadaksa

6) Tunalaras

7) Berkesulitan belgjar

8) Lamban belgar

9) Autis

10)Memiliki gangguan motorik

11)Menjadi korban korban
penyal ahgunaan narkotika, obat
terlarang, dan zat adiktif lainnya.

12)Memiliki kelainan lainnya
13)Tunaganda

Dari sekian banyak klasifikasi yang
ada, sekolah sekolah luar biasa yang
ada, hanya sebagian peserta didik yang
dapat diakomodir.

b. Komitmen sekolah terhadap
konsep pendidikan inklusif.
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Pendidikan inklusif berarti
menciptakan dan menjaga komunitas
kelas yang hangat, menerima keaneka
ragaman, dan menghargai perbedaan.
Guru mempunyai tanggungjawab atas
terciptanya suasana tersebut. Namun
pada kenyataan di lapangan, sekolah
luar biasa yang dianggap tempat anak
yang ABK justru mengklasifikasikan
kedalam kelompok yang khusus dan
cenderung membatasi sosialisas peserta
didik yang seharusnya  dapat
berkembang baik di dalam komunitas
sekolah reguler yang heterogen.

Hal ini karena sekolah luar biasa
memang masih terikat dengan aturan
atau regulas yang berlaku. Padahal
sekolah reguler di Kabupaten Aceh
Barat Daya belum teridentifikasi secara
prosedural sekolah yang berkomitmen
untuk mengikrarkan diri sebagai sekolah
inklusif.

c. Mangemen sekolah
penyelenggara pendidikan inklusif.

Mangjemen dalam hal ini adalah
adminstras atau pengelolaan, yaitu
usaha untuk mendayagunakan sumber
yang ada secara efektif untuk mencapai
tujuan sekolah.

Kepaa sekolah sebaiknya
mempunyai  kemampuan mangjeria
untuk memaksimalkan sumberdaya yang
ada. Tidak kalah pentingnya adalah
mampu  mengembangkan  kurikulum

bagi peserta didik yang berkebutuhan

khusus, agar memiliki life skill ketika
sudah lulus nanti.

Dari hasil penelitian awal, dari lima
kepala sekolah yang diwawancarai,
hanya ada satu kepala sekolah yang
mempunyal  komitmen dan apresiatif
terhadap konsep sekolah inklusif. Hal ini
karena di sekolahnya terdapat siswa
yang ABK. Sehingga kepala sekolah
merasa memiliki tanggung jawab lebih
terhadap keberhasilan anak didiknya
tersebut.

d. Ketersediaan sarana  dan
prasarana pendidikan inklusif.

Sarana dan prasarana pendidikan
inklusif membutuhkan perencanaan dari
berbagai stakeholder. Lebih khusus lagi
stakeholder yang berperan di lingkungan
sekolah, harus  mempertimbangkan
accesibilitas bagi anak berkebutuhan
khusus.

Contoh sarana prasarana yang
wajib dipertimbangkan sekolah inklusif
misalnya tempat parkir khusus murid
ABK, lokasnya paling strategis,
terdepan, paling mudah diakses, paling
lebar, tidak ada penghalang, dan
langsung dapat menuju pintu utama. Jika
ada siswa yang normal memanfaatkan
fadlitas tersebut, langsung mendapat
tindakan.

Contoh lain adalah ruangan toilet
yang dibuat dengan ukuran yang lebih
besar, lebih dekat dengan akses pintu

keluar  masuk, pintunya dibuat
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melintang, sehingga mudah diakses.
Selain itu dukungan sarana dan
prasarana yang mendukung siswa
berkebutuhan khusus dalam proses
belgar juga harus tersedia. sarana dan
prasarana ini  disesuaikan dengan
kebutuhan ABK. Ketersediaan tenaga
pendidik yang terlatih juga mutlak
dibutuhkan. Karena guru merupakan
tokoh utama dalam memberikan
kesempatan anak ABK untuk dapat
mengakses sarana pendidikan dan
berkembang dalam lingkungan yang
heterogen.

Dari uraian tersebut di atas, hasil
penelitian yang telah  dilakukan,
menunjukkan sebagian besar atau
bahkan belum ada sekolah reguler yang
memenuhi  kebutuhan anak ABK.
Sementara itu, di sekolah luar biasa
cenderung lebih terkonsep dengan baik.
Meskipun membutuhkan tambahan atau
perbaikan lagi.

e. Ketenagaan yang dapat
mendukung pelaksanaan  pendidikan
inklusif.

Penelitian awal yang dilakukan
terhadap sekolah reguler terpilih,
menunjukkan bahwa masih lazim terjadi
pandangan miring dari siswa lain
terhadap siswa ABK. Hasil wawancara
terhadap beberapa siswa, diketahui
sering terjadi ucapan, perlakuan, atau
hinaan terhadap siswa ABK. Ha ini

menunjukkan  belum  terwujudnya

ketenangan lingkungan dalam
pel aksanaan sekolah inklusif.

Selain itu, kemampuan guru dalam
mengakomodasi kebutuhan siswa ABK
belum optimal. Hal ini dapat dilihat
model pembel gjaran yang
mengharuskan semua siswa untuk
berkompetisi satu dengan yang lainnya.
Padahal, prinsip sekolah inklusif adalah
menghargai  keistimewaan  masing-
masing individu untuk  saing
bekerjasama dalam proses belgar.
Sehingga terwujud suasana yang saling
melengkapi antar siswa.

a. Kebijakan Pemerintan Daerah
dalam pelaksnaan pendidikan inklusif di
Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pendidikan inklusif di kabupaten
Abdaya, menurut hasil penelitian awa
sesungguhnya sudah diimplementasikan
di beberapa sekolah reguler yang
memiliki siswa  ABK. Namun
pelaksanaan dan existensinya masih
sporadic dan terkesan tidak terkonsep
secara matang dari  dinas atau
stakeholder terkait.

Advokass dan  pendampingan
terhadap program  penyelenggaraan
pendidikan  inklusif =~ membutuhkan
komitmen dari berbagai institusi.
Merujuk pada kota lain sebagai dasar
penerapan dan perbandingan, seperti
yang telah dilakukan oleh pemerintah
kota  Surakarta Institusi yang

mendukung bidang advokasi pendidikan
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inklusif antara lain pemerintah kota
Surakarta, Asosias Pendidikan Inklusif
dan Kelompok Kerja Guru Sekolah
Inklusi.

Bentuk advokasi dan
pendampingan program berupa
pengembangan jegaring dengan satuan
pendidikan khusus (SLB), klinik terapi
di wilayah Surakarta dan penguatan
kompetensi guru pendamping khusus
serta  pengembangan potenss  anak
berkebutuhan khusus melaui berbagai
even lomba, apresiasi, beasiswa.

pembahasan dan analisis data yang
dihimpun melalui observas di lapangan
dan selanjutnya untuk menyelesaikan
penelitian  tentang  pengembangan
sekolah inklusif berbasis welcoming
school untuk Anak Berkebutuhan
Khusus (ABK) di kabupaten Abdaya.

Adapun goals dari pendlitian ini
akan mengerucut pada beberapa target
capaian, antaralain:

1. ldentifikasi sekolah yang dapat
dikembangkan menjadi sekolah inklusif
berbasis welcoming school untuk Anak
Berkebutuhan Khusus (ABK) di
Kabupaten  Aceh Barat Daya.
Pendidikan Inklusif adalah sistem
penyelenggaraan  pendidikan  yang
memberikan kesempatan kepada semua
siswa yang memiliki kelainan dan
memiliki potensi kecerdasan dan atau
bakat istimewa untuk mengikuti

pendidikan atau pembelgaran dalam

satu lingkungan pendidikan secara
bersama-sama dengan siswa pada
Pendidikan inklusif
menghendaki jaminan pendidikan bagi

umumnya.

semua siswa tanpa terkecudli.

Namun, hambatan-hambatan tengah
dihadapi dalam
pendidikan inklusif di

implementas

Indonesia
sehingga belum dapat diterapkan secara
maksimal. Data tahun 2010
menunjukkan  bahwa 70%  Anak
Berkebutuhan Khusus (ABK) yang tidak

memperoleh  jaminan  pendidikan.
Kondis tersebut disebabkan oleh
banyaknya permasalahan

penyelenggaraan pendidikan inklusif di
antaranya : 1. Kurikulum yang tersusun
kaku dan kurang tanggap terhadap
kebutuhan anak yang berbeda. Banyak
kebutuhan

pendidikan dasar tanpa memerhatikan

negara mendorong

isu pendidikan anak berkebutuhan
khusus. Namun, pendidikan inklusif
tidak kemudian

kurikulum yang terpisah karena itu

mensyaratkan

justru akan menciptakan segregasi.
Kurikulum pendidikan inklusif harus
masuk dalam kurikulum arus utama.
Inisiatif para stakeholder, guru dan
sekolah, serta masyarakat masih parsia
terhadap penyelenggaraan pendidikan
inklusif, akses  Anak
Berkebutuhan Khusus (ABK)

mengenyam pendidikan masih begitu

sehingga

sempit. 2. Kebijakan yang kurang
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mendukung,  kebijakan

memisahkan  komponen  pendidikan

pemerintah

khusus ini, harusnya tidak lagi
dibedakan. Pendidikan Inklusif sudah
bukan lagi tambahan, tetapi masuk
dalam pengaturan umum. 3. Kurangnya
ketersediaan  anggaran,  minimnya
anggaran yang di sediakan pemerintah
adalah sis lain akibat tidak adanya
dukungan kebijakan pemerintah. 4.
Dukungan Sumber Daya Manusia
(SDM). 5. Paradigma atau pandangan
masyarakat terhadap pendidikan inklusif
memang belum popular. Masyarakat
hanya disibukkan dengan urusan
meningkatkan  kualitas  pendidikan
secara horizontal maupun vertical.
Sehingga anak bangsa yang memiliki
kebutuhan yang terbatas ini sering
termarginakan (kaum yang tersisih).
Pelayanan pendidikan ini memang
memerlukan sarana dan prasarana yang
cukup besar tetapi bukan harus
ditinggalkan karena mereka mempunyai
hak yang sama untuk mendapatkan
pendidikan. Kita harus meninggalkan
perseps konvensional bahwa anak
dengan berkebutuhan terbatas misalnya
untuk anak tunanetra hanya dicetak
menjadi tukang pijit. Masalah-masalah
tersebut pada dasarnya berakar pada
rendahnya komitmen dan kemampuan
para praktis dan pengambil kebijakan
pendidikan. Kegiatan studi banding dan
pelatihan dapat menjadi solusi untuk

mengatasi akar masalah pendidikan
inklusif di indonesia. Studi banding ke
daerah-daerah yang sukses dalam
menyelenggarakan pendidikan inklusif
dapat meningkatkan kesadaran dan
wawasan mengenai pendidikan inklusif.
Selain studi banding, kegitan pelatihan
juga dapat menjadi solus  untuk
meningkatkan kemampuan dan
komitmen para praktis dan para
pengambil keputusan  pendidikan.
Komitmen para praktis dan pengambil
kebijakan dapat meningkat apabila
program pelatihan pendidikan inklusif
memuat internaisas nilai-nila inklusif.

Identifikasi terhadap sekolah yang
akan dilakukan adalah dengan membuat
chek list untuk menentukan hal-hal yang
perlu diperhatikan dalam pelaksanaan
pendidikan inklusif. Adapun langkah-
langkah yang dilakukan adalah sebagai
berikut :

Melakukan pendataan  dengan
membentuk  tim pendataan PDBK
(Peserta Didik Berkebutuhan Khusus)
dan ABK (Anak Berkebutuhan Khusus)
di masyarakat berkolaboras dengan
pihak terkait seperti pemerintah desa
atau kelurahan sampai dengan jgjaran
paing bawah ditingkat RT, BKKBN,
Tim Penggerak PKK, dan sebagainya.
Pelaksanaan pendataan atau penjaringan
(Screening) ABK,

mengadministrasi  hasil

selanjutnya
pendataan

kemudian dilanjutkan validas data
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sebagal dasar atau acuan penentuan
potenss  penyelenggara  pendidikan
inklusif dan pusat sumber. Pusat sumber
idealnya mempunyai bangunan sendiri
yang dibangun pemerintah dan atau
masyarakat (swasta) yang digunakan
khusus sebagai pusat sumber, namun
dalam rangka efektifitas dan efisiend,
pelaksana pusat sumber yang ada di
Indonesia banyak menggunakan SLB
yang telah ada, SLB yang dijadikan
pusat sumber disebut Centra PK
(Pendidikan  Khusus) dan PLK
(Pendidikan Layanan Khusus).

Kesiagpan sekolah dengan
komitmen yang kuat dimulai dari sistem
penerimaan siswa baru di sekolah yang
non diskriminasi dan akomodatif bagi
semua anak.

Sarana dan prasarana di lingkungan
sekolah diadaptasikan agar lebih
aksesibel bagi ABK (misalnyas Ramp
taktual),

peralatan khusus untuk memungkinkan

tanda-tanda tersedianya
ABK dapat mengakses semua kegiatan
kurikuler (misalnya: Braille).

Tenaga didik sekolah yang cukup,
termasuk standart minimal satu Guru
Pembimbing Khusus (GPK) harus
setiap sekolah

penyelenggara pendidikan inklusif dan

dipenuhi pada

dengan kudlifikasi akademik serta
kompetensi yang sesuai dengan prosedur

operasional standart.

Mangjemen sekolah membentuk
Tim Pendidikan Inklusif ditingkat
sekolah melalui forum rapat koordinas
(Kepala Sekolah, Guru, Tenaga lainnya,
komite sekolah, Unsur dinas pendidikan
kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh
agama, dan unsur pusat sumber.
Menyusun program jangka pendek,
jangka menengah dan jangka panjang,
melakukan pendidikan
inklusif Intern (di sekolah) dan ekstern
(di lingkungan sekitar sekolah atau

sosialisas

masyarakat).

Pengembangan kurikulum sekolah
yang fleksibel dengan menyiapkan PPI
atau RPP modifikasi bagi ABK. GPK
berkolaborasi dengan guru kelas dalam
proses penggaran di  kelas dan
tersedianya  program ketrampilan
kompensatoris bagi ABK. Dipergunakan
berbagai strategi pengelolaan kelas oleh
karena itu guru harus memiliki dan
mengadaptasikan materi pelgjaran dan
metode penggjaran menurut kebutuhan
setiap siswa dan masih banyak lagi.

Semua pertanyaan-pertanyaan
tersebut akan dirinci lebih jauh dan
mendalam untuk mengetahui kesiapan
sekolah dalam pelaksanaan pendidikan
inklusif.

2. Menentukan potensi  untuk
prioritas pengembangan sekolah inklusif
berbasis welcoming school untuk Anak
Berkebutuhan Khusus (ABK).



Jurnal Bina Gogik

Vol. 1, No.1, Maret-Agustus 2014. hlm. 1-19

Setelah tahap satu di  atas
terlaksana, akan diketahui sekolah mana
yang memiliki potens untuk dapat
dikembangkan menjadi sekolah model
inklusif. Sekolah yang akan menjadi
sekolah model adalah sekolah yang
menempati hirarki teratas. Hal ini
dimaksudkan agar dalam pelaksanaan
pendidikan inklusif disekolah model
tersebut cenderung siap, terkonsep dan
berjalan Iebih mudah. Inilah yang nanti
diharapkan menjadi  pilot  project
pengembangan pendidikan inklusif di
Kabupaten Abdya.

Adapun kriteria dan persyaratan
sekolah  penyelenggara  pendidikan
inklusif adalah sebagai berikut :

a. Tedah memiliki ijin operasional
dari Pemkab/K ota

b. Mampu merancang dan
menggunakan kurikulum yang fleksibel

c. Tersedia pendidik dan tenaga
kependidikan yang memiliki kualifikasi
akademik dan kompetensi yang sesuai
dengan prosedur operas standar

d. Tersedia sarana  prasarana
pendidikan yang sesuai dengan prosedur
operasi standar

e. Tersedia sumber dana tetap
yang menjamin kelangsungan
penyelenggaraan pendidikan dan tidak
merugikan pesertadidik

f. Mendapat rekomendasi
penetapan sebagai sekolah

penyelenggara pendidikan inklusif dari

Pemkab/Kota dan ditetapkan sebagai
sekolah penyelenggaraan  pendidikan
inklusif dari Pemprov.
Diperlukan juga modifikas
pembelgaran daam setting Inklus
untuk mendukung

pendidikan inklusif di sekolah, antara

pel aksanaan

lain:

1) Guru memahami keberagaman
karakteristik dan kompetensi anak

2) Guru dan anak belgjar bersama
secara aktif, inovatif, kreatif

3) Tugas pembelgaran disusun
secara sederhana dan diwujudkan secara
efektif dan efisien

4) Tugas diberikan lebih praktis
dan memanfaatkan lingkungan sekitar

5) Peserta didik dilatih berani
bertanya, menunjukkan perasaan dan
mengemukakan pendapat secara bebas

6) Penilaian dilakukan variatif dan
berkesinambungan dan jadi umpan balik
pada anak

3. Mengembangkan sekolah yang
berpotensi, untuk dijadikan sebagal
model sekolah inklusif
welcoming  school  untuk  Anak
Berkebutuhan Khusus (ABK) di wilayah
kabupaten Aceh Barat Daya.

Pada bagian ini akan lebih banyak

berbicara tentang komitmen pemerintah

berbasis

untuk menindak lanjuti hasil penelitian
ini. Selain itu, dapat disampaikan juga
kendala dan potens yang ada di
lapangan agar lebih tepat dalam
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menentukan  keputusan.  Stakeholder
daam mis ini juga dapat diketahui
setelah mempunyai gambaran pemetaan
dan potens pengembangan pendidikan
inklusif ~ di Kabupaten  Abdya.
Pemerintah membentuk suatu wadah
(forum diskusi) profesional Guru, kepala
sekolah, dan pengawas dengan tujuan
sebagal berikut :

a. Strategi potensial dalam
mempercepat pemberdayaan pendidikan
inklusif — dapat  dilakukan melalui
program peningkatan kapasitas SDM

b. Peningkatan mutu pendidikan,
faktor guru memegang peranan yang
amat penting. Profesionalisme guru
harus digalang secara sistematis melalui
wadah-wadah pembinaan profesional
guru.

Diharapkan melaui  wadah
profesiona ini dapat meningkatkan
motivasi, inovasi dan kreasi guru serta
memiliki skill yang baik sehingga dapat
memberikan layanan yang optimal
kepada semua peserta didik ( Total
Quality Services ) dan dapat
meningkatkan kualitas layanan
pendidikan (Total Quality Management
) khususnya dalam upaya

mengimplementasikan pendidikan
inklusif.
Adapun kegiatan-kegiatan

pendukung yang dilakukan pemerintah

antaralan:

1) Aktif dalam mensosiaisasikan
pendidikan inklusif

2) Menyelenggarakan
diskusi/workshop/rapat koordinas
pendidikan inklusif

3) Menyusun grand design
program pendidikan inklusif (kegiatan
pembelgaran, dan penilaan hasl
belgjar)

4) Merancang atau sharing
memahami keberagaman peserta didik,
identifikass dan asesmen, PPI, dan
PAKEM

5) Mengembangkan media adaptif

6) Menyususun Regulasi,
kebijakan, panduan, juknis

7) Pengembangan model  atau
percontohan

8) Pemberian bantuan sosial

9) Penguatan pangkalan data dan

informasi (PADATI)

10) Penghargaan, anugrah,
festival, dan lain-lain
11) Pengembangan jgaring

(networking)

12) Monitoring dan evaluasi.
D. Kesmpulan

Uraian yang telah dipaparkan di
atas merupakan hasil dari andisis
pengamatan awal. Dengan mengamati,
membandingkan, mengidentifikasi,
mempelgari, mengklasifikasikan
dengan seksama, maka ditemukan
beberapa kesimpulan-kesimpulan yang

cenderung lebih pada temuan kendala
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yang dihadapi dalam pelaksanaan
sekolah inklusif untuk pembelgaran
ABK di Kabupaten Aceh Barat Daya.
Ha ini menunjukkan adanya kesan
kurang siap pihak sekolah dan
pemerintah dalam pelaksanaan sekolah
inklusif bagi ABK di Kabupaten Abdya,
antaralain:

1. Jumlah sekolah dan siswa dalam
suatu daerah/wilayah belum
menunjukkan jumlah sebaran ABK,
karena lemahnya dukungan pangkalan
data dan informasi.

2. Peran sekolah luar biasa sebagai
support system bagi sekolah inklusif
belum optimal.

3. Kurangnya komitmen  dari
komponen sekolah terhadap pendidikan
inklusif.

4. Kurangnya kolaborasi antar
profess  dalam
berkebutuhan khusus.

5. Sistem sekolah yang terikat
pada model segregasi.

menangani  anak

6. Sarana dan prasarana belum
aksesibel bagi ABK

7. Kurikulum sekolah yang belum
adaptif.

8. Regulasi tentang pendidikan
inklusif masih bersifat makro.

Berbagai kekurangan dan
ketidaksempurnaan,  bukan  berarti
pelaksanaan pendidikan inklusif tidak

dapat diaplikasikan. Karena jika tidak

segera dimulai sekarang, maka tidak
akan ada proses penyempurnaan.

Dalam mengi mplementasikan
pendidikan inklusif perlu adanya sistem
dukungan yang diperlukan dalam upaya
mempercepat pemenuhan akses dan
mutu  pendidikan  untuk  semua
(Education for All). Sistem dukungan
tersebut dapat berupa dukungan dalam
bentuk regulas atau  kebijakan-
kebijakan pemerintah daerah yang jelas
mengenai  pendidikan inklusif sebagai
contoh dalam bentuk :

a Peraturan Daerah  Provinsi/
Kabupaten/ Kota mengenai pendidikan
inklusif

b. Dukungan sarana dan prasarana

c. Dukungan pembiayaan atau
alokasi anggaran

d. Dukungan tenaga (pendidik dan
tenaga pendidikan)

e. Dan dukungan-dukungan dari
lembaga pendukung yang lainnya

Sebagai upaya untuk
mengembangkan Pendidikan Inklusif di
kabupaten Aceh Barat Daya, diperlukan
sinergitas berbagai komponen
masyarakat, para ahli, dan ketersediaan
fadilitas yang mendukung akselerasi atau
percepatan program Pendidikan Inklusif.
Oleh karenaitu, pembentukan kelompok
kerja  Pengembangan Pendidikan
Inklusif di Kabupaten Abdya menjadi
sangat penting sebagai forum advokasi
dan penggerak percepatan Pendidikan

10
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Inklusif di Kabupaten Abdya. Di
samping itu, keberadaan pusat sumber
mempunyai peran dan fungs sebagai
berikut :

1) Berinisiatif dan aktif
melaksanakan pendidikan Inklusif

2) Memberikan dukungan
(support)  kepada  sekolah-sekolah
(Sekolah  Umum dan Sekolah Luar
Biasa) dalam pelaksanaan pendidikan
inklusif

3) Sebagai pusat informasi dan
inovass di bidang Pendidikan Luar
Biasa/Pendidikan Khusug/ Pendidikan

Inklusif

4) Sebagai homebase  Guru
Pembimbing Khusus
5) Sebagai  koordinator  dalam

pelayanan pendidikan inklusif

6) Berkolaboratif dengan pihak
lain ddam upaya meningkatkan
implementasi pendidikan inklusif

7) Memberikan
informasi/penerangan kepada sekolah-
sekolah (sekolah umum dan SLB)
mengenal pendidikan inklusif

8) Menyediakan bantuan asesmen
yang rutin terhadap peserta didik
berkebutuhan khusus

9) Memberikan  layanan  dan
bimbingan kependidikan bagi peserta
didik berkebutuhan khusus

10) Menjadi konsultan bagi semua

pihak yang membutuhkan informasi,

layanan, bimbingan, dan penanganan
khusus

11)Mengadakan kerjasama dengan
Dinad/Instansi/ LSM daam upaya
implementas pendidikan inklusif

12)Melakukan inovas di bidang
Pendidikan Luar Biasa/Pendidikan
Khusus dan Pendidikan Inklusif

13)Melakukan

pengemb. implementasi pendd inklusif,

penelitian  dan

serta strategi dan metode pembel. yang
sesuai diterapkan pada layanan pendd
bagi semua anak di dalam dan luar
kelas.

14)Merencanakan dan
menyelenggarakan pelatihan bagi guru
sekolah reguler, guru SLB serta pihak
lain  yg
mengenai pendidikan inklusif  atau

membutuhkan  pelatihan

pendidikan khusus

15)Melakukan penanganan layanan
pendidikan. bagi  peserta  didik
berkebutuhan khusus

16)Menyediakan  (memproduksi)
aa bantu  menggar/dat  bantu
khususmedia pembelgjaran  khusus
lainnya untuk peserta didik
berkebutuhan khusus

17)Menyediakan bantuan kepada
berbagai pihak untuk meningkatkan
layanan kepada anak/peserta didik
termasuk mereka yang berkebutuhan

khusus

11
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18)Menjadi fasilitator dan mediator
bagi semua pihak dalam implementas
pendidikan inklusif

19)Mengatur guru yang ada di SD
LB untuk melakukan tugas tambahan
sebagal GPK di Sekolah Umum yang
menyel enggarakan pendidikan inklusif.

Aspek-aspek tersebut diatas
menj adi sesuatu yang perlu
diprioritaskan. Untuk itu pemerintah
seharusnya mendorong realisas
program-program pendukung
pengembangan Pendidikan Inklusif di

Kabupaten Abdya.
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